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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 

2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11A Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu menyebutkan 

nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; 

c.,,,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Nomor 2 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 

8). 

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70); 
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19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2018 Nomor 9); 

20. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2018 Nomor 50); 

 

 

 

 MEMUTUSKAN: 

 

 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  PERUBAHAN 

ATAS  PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 

49 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal I 

  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 2 

 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Gubernur ini. 

(2) Ringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci 

dituangkan dalam PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Gubernur ini. 

(3) Uraian nama Penerima Hibah nomor urut 249 sampai dengan 251 

pada daftar Penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IIIa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Gubernur ini. 
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(4) Daftar Penerima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV 

Peraturan Gubernur ini. 

(5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (4), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal  10 April 2019 

 GUBERNUR BANTEN, 

 

 ttd 

 

WAHIDIN HALIM  

Diundangkan di Serang  

pada tanggal 10 April 2019 

 Pj. SEKRETARIS DAERAH 

 PROVINSI BANTEN, 

 

 ttd 

 

 INO S. RAWITA 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 7 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BIRO HUKUM, 
  
 ttd 
  

 AGUS MINTONO, SH,. M.Si 
 Pembina Utama Muda 
 NIP. 19680805 199803 1 010 

 


